
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1092); 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retnbusi Daerah, Penjualan 
Produksi Usaha Daerah merupakan objek 
Retnbusi.; 

b. bahwa sehubungan dengan hal pada butir a 
diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan 
Daerah dalam mengatur kembali Retnbusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUP ATI KEP ALA DAERAH TING KAT II NIAS 

RETRIBUSI PENJUAIAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

IBNTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPAIBN DAERAH TINGKAT 
II NIAS 
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2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3037); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 41., Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Huk:nm Acara Pidana; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
55, Tambshan Lembaran Negara Nomor 3692); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah clan Peraturan Daerah 
Perubahan; 

8. Kepurusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
· tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retribusi 

Daerah; 
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 

tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi 
Dae rah. 



N.~\,{A., OB.TIT DA .. "N SUB.JD: 

3 A 3 II 

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Ti1J8ka1 II Nias. 
b. Pemerintah Daeran adalah Pemerintaa ·,~- .: .c,,, Kaouparen Daerah Tingkat 

Il Nias. . 
c. Kepal a Daerah adalah Bupali Kepala Daerah Tingkal Il Nias, 
d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tinekat IINias. 
e. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan cleb Pernerinrah daeraa de-tg:m 

mengaant priasip kornersial kareaa pada dasarnya dapat pula dimlialcaa 
oleh ~ektor IIWIIIICll; 

f Peniualaa Prodnksi Daerah adaiah peejualan hasil produksi usaaa 
Pemerintah Daeraa antara lain penjualaa bibit taaaman, bibit ternak, bibit 
ikaa daa prodnksi daerah lainnya; 

g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutao. 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atan petnberian izin tertentu yang 
khusus disediak.an dan a!a!I diberikaa eleh Pemerintah. Daeraa untlJic 
kepentingan orang pribadi dan atau badan lmkum; 

h, Retribusi Jasa Ilsaha a.d.a.lah Rotriow:i ztas jasa usaha yang disediakaa 
oleh Pemerimah Daerah ~ng:an mengarnn prinsip komersial karena pada 
dasamya da;iat pula disediakan oleh sektor swasta; 

t. Benih I bibit adalah beaih/bibit t.anaman pangaa, holtilatltural/tanama:i 
keras, benib/bibit ternak, beuih/bibit ikan aran bagian yang diusahak:m 
UDlllk diperbaaysk dan atan unmk dikembango i akkan ; 

j. Surat Ketetapaa Retribusi Daeraa yang selanjutcya disingk:lt SKRD 
adalah Surat K::pU:USan yang mecenrukan besarnya jumlah Retribusi yang 
t"rubng;' 

k, Surat Ketetaoan Retribusi daerah Knrang Bayru- yang selanjumya 
<lisir~ SKRDKB adalah Surat Kepunrsan yang meaentukaa besanrya 
jwu.lah Retribusi yang tenaang, jumlah kredit rerribusi, j,.1mlah ke~ 
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlch 
yang masth hams dibayar ; 

l. '.::urat K~te!:ipll!l Retribusi Daeran Kurang Bayar Tambahan yang 
seianjumya disingkai SKRDKBT adaiaa S~ Kepuaisan yang 
rnenentukan 1..r>...oahao aras jumlah Retribusi y2115 telal, dit:ta?lt:m; 

rn, Sur.J1 Tazihan Retribusi D::i.erah vanz selannnrrva dis:w:i:at S11U) a.dalah 
surat l.!.,;.:k melakukan ~han .re:ribusi .daa. al.all s~i adminisn-asi 
oe~a bunga dan al2!J denda_ 

Dalam Peraturan Daerah i.ni yang dimaksud dengan : 

Pasal l 

BAB I 
KETENTIJAN UMl!"}.{ 

PERA TUR.AN DAER.AH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II N1AS 
TENT ANG RETRIBUSI PENJUALA.).f PRODUKSI USAHA DAER.<Ui . 

Menetapk.an 

MEM UTU S KAN: 

11. Keputusan 1ieoter! J?al~_Negeri Nomor 4 T:ihun 199?, tectaog P. ;idik 
Pegawai Negeri S1p1l di Lingkllosrm Pemeriatah Daerah, :try 

- Deegan Persemjuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat IlNias, 

I 

r 
I 
I 



(2) Harga Dasar sebagairnana dimaksud a.yat (1) ditetapkan se cara periodik 
oleh Kepala Daerah, 

(1) Strukntr beszruya tarif Retribusi Penjualan Prcduksi Usaha Daer-ah 
ditetapkan sebesar 90 % dari harga dasar 

Pasal 8 

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaaa daerah adalah 
untnk menganti biaya administrasi, pelayanan, peraw3.lan/p.:meliharaan dan 
pembinaan, 

Pasal 7 

PRlNSlP PENETAP.4.N DAi.~ STRUKTIJR 
BESARNY A TARiF RETIUBUSI 

BAB V 

Tingkat Peaggunaan Jasa Retribusi Peojualan Produksi Usaha Daerab. ditikllr 
berdasarkan j enis b ibi t dan jumlah serta kwal itas, 

CAP~<\. MENGUKUR TING!'"..A.TPENOOUNAAN JASA 

BAB IV 

Retribusi Peajualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi 
JasaUsaha 

Pasal 6 

Pasal 

GOLONGA,">,f RETRIBUSI 

BAB m 

Subjek Retribusi orang pribadi dan atan Badan Hukum yang mendapatkan 
jasa pelayanan penjualan Prcdnksi Usal:aDaerah. 

Pasal 4 

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha daeraa 
yang terdiri dari : 
a Benih Tanaman Pangan dan Holtiknltnralfl'anaman Kel"3S, Perkebunaa, 

Peternakaa dan Perikanan.. 
b. Komoditi Ilasil Tanaman Pangan, Holtikultnral/I'a.'laman Keras, 

Perkebunaa, Peternakaa dan Perikai.an. 

Pasal 3 

Deng311. a.ama Retribusi Penjualan Produksi Usaha. D~rah dipunggut 
Relribusi atas jasa pelayanan penjualan produksi usaha damih. 

PasaJ 2 



{.!) Ta.11 ::~!'l. pc~bay~:a1. ~.e!~p~ peraoayaran. penundaan ;::':!"Jb1ya.~ 
Retribus: di= de::gz., Ke;:i=san Kepaia Daerah, 

(3) Kepaia Daerah ~ta,; permoacnan Wajib Retribusi ;;etei:.h .:::e:nen:± 
persyaraian yan~ direnaikan J~ai. ;n~mbt~ibn p"!'l"Setuj=, kepcca 
\V,tj ib Retricusi unruk ;;t~::p.n.;;;ur arau meuuaca pembaycrza Retribi.si 
dengan dikenakan b~~ sebesar :'. ~o ( dua persen) setiap bulari 

(:'.) SKRD, ~KR.DKB, SKRDKBT, STRD dan Su:-:u Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputesan Keberatan dan Punisan Banding yang merryebabkaa 
jurnlah Retribues yang barus dibavar bertambah, barns diluaasi dalam 
jaru~k::i wakn, paliug lama l (sam) bulaa sejak tangp! diterbitkannya 
tersebui diatas. 

(L) Kepala Daeraa menenmkan !anggal jaruh tempo pernbayaraa can 
pertyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga pulub) hari 
setelah saat terutang. 

Pasal 12 

TATACARAPBIBAYARA.i"'l 

BAB IX 

Dalam hal Wajib Rerribusi terteutn tidak dapar mernbayar tepat path 
wak!unya aLau ~ dibayar, dikenakan saaksi administrasi berupa bubga 
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulaa dari administrasi berupa bunga y~ 
tidak. atan kurang dibay~ dan ditagih dengan menggunakan ST?..D. 

Pesal 11 

S,\NKSI ADMINISTRASI 

BAB Viil 

WiL'lj'ah pemacg-.:ta:n Retnbusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II }ii::s. 

Pasal 10 

\VILAY AH Pfil...fUNGUTAN 

BAB VlI 

(2) Hasil Pungtbtl Retribusi sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 8 
diso ... or oleb. :i'!C ur.i ... -nni t; :;:>!lI]€'",.ol a ke !Caa D,oereh. 

(1) Retribnsi dipimgt;t dengan menggunakan SKRD ataa dokumen lain yang 
dipersamakaa, 

Pasal 9 

"!"ATA CARA PEMUNGUrAN 

B AB VI 



BAB XIV 

Kepala Daeraa mennnjuk pejabar terteaai umuk :ne!akulcm peng:iwasan 
terhadap pc!aksaman Perarnran Durall Ult. 

Pasal 16 

PENGAWASAN 

BAB XIlI 

(2) Kepala Daerah menetapkzn Kepumsan Pengmpusan Piut.ang Retribusi 
Daeraa yang sudah kadaluwaraa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 
llll. 

(1) PilJiang Retribusi yang tidak nrungkin r1.i¥ lagi karena ha)!: onhlk 
me lakulcan penagihan s:udah b.daluwasa dapat (jibapus.. 

Pasal 15 

TATA CARAfENGHAPUSANPIUTANG 
~USJY.ANG KADALUWARSA 

(1) Penagihaa Retribusi, kadaluwarsa setelah mdampaui jangka waldu 3 
(tiga) Wnm terhitnng sejak saat terntangnya retribusi, keeuali apabila 
wajib R.etribusi :nelakukan Tindalt Pidanadi bic!ang Retribusi, 

(2) Kada.l~i=ap~ Retrib~i 1ebag:wn.madimamid a.ya.t (1) pasal 
ini tertangguh apabila : 
a. Diterbitkaa Surat Teguran dan Sllr'31 Paksa ; 
b. Ada perigakwm utang Retribusi dari wajib Retribusi baik laogmng 

n=plDl tidak I~ 

Pasal 14 

BAB XI·) 

KADALUW ARSA 

(1) Retribusi yang ter-.it:ng berdasart:an SKRD, SKPJ)KB, SKRDKBT, 
Suirat KepUIUsao Pembetulan, Surat Kepuitosm Keberatan clan Pulusan 
Banding yang tidak atan klnng bayar old! Wajib Retribusi pada 
waktunya dapat ditagi.h dengan llllnll. paksa 

(2) Peaagihan Retribusi dengan surat pam dilaksauakan · deogan 
berdasarkan ?er.itur.in Perunciang-undangan yaag berlakn, 

Pasal 13 

TATACARAPENAGil!AN 

BAB X 



br:r~:::1s =-~:;=-~: ,~;~~}!'"'~~.~ -'; \. ??r~::~~Zd.--;;~=3~t§1 ;~::.~~~h 
'sP~;.:1 r :_ ... ::-::..,..._~ :.-~~: -.r.; ...=_.::--. ,:::-:-..;::-:.=~-:-:- . .-,.:1~,~ -7'~:i ?i:=:'.:."1C.ii: - 

?01. "?.::i ::.-::;:ru:Jl ik ::t:.o-:--.~~i::... 

:i.. Meuerima, m=i., mengurn?ulk211 d:m. meneliti kete~ atao 
Iaporaa ber'..:en:,o deng::m tindak pidaaa di bidaag Retribusi Daersh ; 

b, ~,kaetili, :ru:n=-i dan meagu::.,i)uikzn kt'.tr:q20 me~oai orang 
pribadi 3131.1 bad!m teo~ kebeuzraa perbuszaa yang diLikukan 
;eoobwisan dell!211 Tincuik Pidana R .. triow:i o~~; 

c, Meminta keter-~dll clan bahan bukii. <bri cra:ig pribadi at:?u badaa 
sehubllllgan decgan tiadak pidaaa di bicl.ang Retribusi Daerah ; 

d, Memeriksa bukn-buku, catatan-cataian dan dola=n-dokumeo lain 
berkenaan dellg2ll tindak pidaaa dibicl.ang Retribusi Daeraa; 

e. Melal<libn penggeiedaii2n u:ituk me,idapa.tkan bah.an bukti 
pembuknan, penc:tall!n clan dokumea-dokumea serta me lala..."tall 
perryitaan rerhadap bahan bukti tersebut; 

i Merninta !:,aotu:m tena.g::. ahli dalam raagka pelakBanaan ~ 
pecyidikan Tiodak Pidana di Bid31J8 Recibusi Daerah; 

g, Meuyurub berbeati, melarang 9~01"3.lg meninggalkan ruangan arau. 
tcmpat pada saar. pemeriksaan sedang berl.:ing:rocg dao memeriksa 
idernitas orar.g d.JJJ at.au dokumen yang dibawa sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 

h, Mernotret sesecraag yang berkaitza deugan Tindak Pidana Retribusi 
Daerah; 

L Memanggil or:sog 101wk didcngan ket.eran~li:ya dan diperiksa 
sebagai tersangka atan saksi; 

J- Meughentikan Pecyidikan; 
k Melakukan tindakan lain yang perlu unmk keiancaraa perryidikan 

Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah memmrt !rukum yang 
dapat dipe~aw;:bbn. 

(2) Weweneng Penyidilc sebagaimana dimaksud pada aya1 (1) Pasal ini 
adalah: 

(l) Pejaoar Negeri Sipii tertentu di ~ Pemerietah Daerah 
diberikan "''~<'f«.g khusus sebegai penyidi.'< uemk melakukan 
Penyidik.an Tindak Pidana di bidaag Rebibasi Daerah sebagaimaaa 
dimalarud dalam Und:aig-:md::ng Nemer 8 Talmn 1981 ter.tang Hl.lkum 
Acara Pidana 

Plll.:11 18 

PENYIDIKAN 

BAB XV 

(2) Tindak pidana sebagaimaaa dimaksud ~.it (1) pasal ini adalah 
. pe langgsran 

(l) Barang siapa me[~ ketentuan-dalam ~Daerab· ini.diat=m 
Pid.ana Kuruagan selarna · lamanya J (tiga) bulan dan at.au denda 
sebanyak-baeyaknya 2 ( du:i) kali reiribus i yaog ierut2ng. 

Pasal 17 

I 
I _ 



"\'omor 
T.1112~:,l 

Disyahkan oleh :- Ienreri D:1l;1m _ egen Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan : 

Drs. H. Z...\.K.ARL..\. Y. LU-AU TE~JAZA.RO I-L-\REF.-\ 

D to 

BUPATI KEPALA DAERIB 
TING K...\. T II l'HAS, 

DE\V.~'\f PERY\-".-\KlLA .. N 
RAKYAT DA.ER-Ur TI.'fGKAT II 

.i'ilAS 
KE r r A, 

Ditetapkan di : Gunungsitoli 
Pada.Tanggal : 15 Agustus '1998 

Peraruran Daerah ini rnulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapar mengetahuinya, rnernerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah .ini dengan Penempatannya dalam 
Lembaran Daerah habupaten Daerah Tingkat II Nia.s. 

Pasal 20 

Hal-hal yang belurn diarur dalam Peraruran Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Daer ah. 

Pasal 19 

KETEN'TU A~ PE}; 1J1TP 

B A.B xvi 



IL VESTER LASE 
PEl\IB!J.'iA TK. I 
NIP. -l00028580 

N o rn o r 14 n+ ,•ruN 1'3 9 ':/., ·- 
Tanggal 4 m.-f ~ 5!>5.,, - 
$ t:.- le l 13 ,1../oR?o~ r ,3 __ 

SEl\.'RETARIS WILAYAH/DAERIB KA..BFPATEN 
DAER.ffi TL~GKAT II NL.\.S 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Nias 

18t.7 J+;J.. //6,5' /K /~?- - 
3 />7--c.. •. /''.:>~:>- - 

No m o r 
Tanggal 

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Nias 


